
 
 

BUPATI LAMPUNG TENGAH  
PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH NOMOR 9 TAHUN 2021 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG 

TENGAH NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI 
PERIZINAN TERTENTU 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 
24, Pasal 110 dan Pasal 114 Undang – Undang Nomor 

11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah 

beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, mencabut 
Staatblads Tahun 1926 Juncto Staatblads Tahun 

1940 Nomor 4550 tentang Undang – Undang 

Gangguan (Hinderoordonnantie), dan mengubah 
beberapa ketentuan dalam Undang – Undang Nomor 

28 Tahun 2009 perlu meninjau kembali beberapa 

ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten 
Lampung Tengah Nomor 7 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Perizinan Tertentu; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 

tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 
 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 
1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom 

Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi 

Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091) 

sebagai undang-undang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821) 
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3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang 
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang 

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6573); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4843 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5952); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6573); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan   Undang – Undang    Nomor   11  Tahun 2020  
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tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 
 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 
 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 28 

Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6628); 

 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita 

Negera Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negera 

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); 
 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016 tentang Izin 

Mendirikan Bangunan Gedung sebagaimana telah 
beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 02 Tahun 2020 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 82); 

 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 
2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Penetapan Izin Gangguan di Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 22 Tahun 2016 (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor  481); 

 
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 

Rakyat Nomor 19 Tahun 2018 tentang 

Penyelenggaraan Izin Mendirikan Bangunan Gedung 
dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung Melalui 

Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara 

Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 917); 

 

16. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 07); 
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  17. Peraturan   Daerah    Kabupaten   Lampung    Tengah 
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 
Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Lampung Tengah Nomor 6); 

 
18. Peraturan   Daerah    Kabupaten    Lampung   Tengah 

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 

Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2018 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 23); 

 
 

  Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

dan 

BUPATI LAMPUNG TENGAH 
 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN 

TERTENTU. 

 

Pasal I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 

Tengah Nomor 07 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 Nomor 07, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Tengah Tahun 2012 

Nomor 07) diubah sebagai berikut: 

 
1. Ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 12 diubah, angka 22 dan 23 

dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Tengah. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan tang menjadi kewenangan daerah otonom. 
3. Bupati adalah Bupati Lampung Tengah. 

4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas  tertentu di bidang retribusi 

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 
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5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Lampung Tengah. 

6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 

kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan  
usaha  yang  meliputi  perseroan  terbatas,  perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan  

Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan  nama dan dalam bentuk apa pun, 
firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi 

lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak 

investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

7. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan 

Daerah sebagai  pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu 

yang  khusus disediakan   dan/atau   diberikan   oleh Pemerintah 

Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. 

8. Perizinan  Tertentu  adalah  kegiatan tertentu  Pemerintah  Daerah 

dalam  rangka  pemberian  izin  kepada  orang  pribadi  atau  Badan 
yang  dimaksudkan  untuk  pembinaan,  pengaturan,  pengendalian 

dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan  

sumber  daya  alam,  barang,  prasarana,  sarana  atau fasilitas 
tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian 

lingkungan. 

9. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan 

secara tetap pada tanah  dan/atau  perairan  pedalaman  dan/atau 

laut. 

10. Bangunan Gedung adalah wujud  fisik  hasil  pekerjaan  konstruksi 

yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau 
seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah  dan/atau air, 

yang berfungsi sebagai  tempat  manusia  melakukan  kegiatannya, 

baik untuk   hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan 

usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus. 

11. Bangunan bukan gedung adalah suatu perwujudan fisik  hasil 

pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, 
sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah 

dan/atau air, yang tidak digunakan untuk tempat hunian atau tempat 

tinggal. 

12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya PBG adalah perizinan 

yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun 

baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat 

bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung. 

13. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mengadakan bangunan 

seluruhnya atau sebagian termasuk pekerjaan menggali, menimbun 

atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan 

mengadakan bangunan itu. 

14. Mengubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan/atau 

menambah bangunan yang ada termasuk pekerjaan membongkar yang 
berhubungan dengan pekerjaan mengganti seluruh  bagian bangunan 

tersebut. 
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15. Merobohkan bangunan adalah meniadakan sebagian atau seluruh 

bagian bangunan ditinjau  dari segi fungsi bangunan dan/atau 

konstruksi. 

16. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah 

angka persentase  perbandingan antara luas seluruh lantai dasar 
bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah 

perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan rencana tata 

bangunan dan lingkungan. 

17. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah 

angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan 

gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai 

sesuai rencana tata ruang dan rencana tata bangunan dan lingkungan. 

18. Koefisien Ketinggian Bangunan yang selanjutnya disingkat KKB adalah 

persentase  berdasarkan perbandingan antara jarak yang diukur dari 

lantai dasar bangunan,  di  tempat  bangunan gedung tersebut 

didirikan sampai dengan titik puncak bangunan. 

19. Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol yang 

diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat 
dengan  cara  fermentasi  dan  destilasi, baik dengan cara memberikan 

perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau 

tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur ethanol atau 

dengan  cara  pengenceran minuman mengandung ethanol. 

20. Tempat penjualan minuman beralkohol adalah tempat-tempat yang 

diperbolehkan/diizinkan untuk menjual minuman beralkohol 

sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan  Daerah 
Kabupaten Lampung Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minuman 

Keras. 

21. Izin tempat penjualan minuman beralkohol adalah izin yang diberikan 
oleh Pemerintah  Daerah  untuk  melakukan  penjualan minuman 

beralkohol di suatu tempat tertentu. 

22. Dihapus. 

23. Dihapus. 

24. Trayek adalah adalah lintasan Kendaraan Bermotor Umum untuk 

pelayanan jasa angkutan, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan 

tetap, serta lintasan tetap, baik berjadwal maupun tidak berjadwal. 

25. Izin trayek adalah izin yang diberikan untuk menyediakan pelayanan 

angkutan penumpang umum pada suatu atau beberapa trayek 

tertentu. 

26. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat 

ketempat lain  dengan  menggunakan  Kendaraan  di  ruang lalu lintas 

jalan. 

27. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh 

peralatan  mekanik  berupa  mesin selain kendaraan yang berjalan di 

atas rel. 

28. Kendaraan bermotor umum  adalah setiap Kendaraan yang digunakan 

untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 
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29. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 
8 (delapan)  tempat   duduk tidak   termasuk  tempat   duduk 

pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan. 

30. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan 
pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya 

mulai dari praproduksi, produksi,pengolahan sampai dengan 

pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan. 

31. Usaha perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum 

untuk menangkap   membudidayakan ikan, termasuk kegiatan 

menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan 

komersial. 

32. Izin usaha perikanan yang selanjutnya disingkat IUP adalah izin 

tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan 

usaha perikanan dengan menggunakan sarana  produksi yang 

tercantum dalam izin tersebut. 

33. Wajib Retribusi adalah orang  pribadi atau Badan  yang  menurut 

peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan  
pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi 

tertentu. 

34. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan 
batas waktu bagi wajib  retribusi untuk memanfaatkan jasa dan 

perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan. 

35. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 

penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya 
retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada 

wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya. 

36. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, 
adalah  bukti  pembayaran  atau penyetoran retribusi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah   dilakukan 

dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang 

ditunjuk oleh Bupati. 

37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, 

adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah 

pokok retribusi yang terutang. 

38. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya 

disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan 
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit  retribusi 

lebih  besar  daripada  retribusi  yang  terutang  atau seharusnya tidak 

terutang. 

39. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, 
adalah surat untuk  melakukan  tagihan  retribusi  dan/atau  sanksi 

administratif berupa bunga dan/atau denda. 

40. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah 
data, keterangan,  dan/atau  bukti  yang  dilaksanakan secara objektif 

dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan   untuk   

menguji   kepatuhan pemenuhankewajiban retribusi  dan/atau  untuk  
tujuan  lain  dalam  rangka  melaksanakan ketentuan peraturan 

perundang-undangan retribusi daerah. 
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41. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah adalah 
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang 

tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan 
tersangkanya. 

 

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai 
berikut: 

 

Pasal 2 

 
Jenis Retribusi Perizinan Tertentu meliputi: 

a. Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung; 

b. Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol; 
c. Retribusi Izin Trayek;dan 

d. Retribusi Izin Usaha Perikanan. 

 
3. Ketentuan BAB IV dihapus 

 

4. Ketentuan BAB V diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

BAB V 

 

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG 
 

5. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Bagian Kesatu 

Nama, Objek, Subjek dan Wajib Retribusi 

Pasal 11 

 

Dengan nama Retribusi PBG dipungut retribusi atas penerbitan PBG 
penerbitan SLF Bangunan Gedung atau Prasarana Bangunan Gedung 

 

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Pasal 12 

 

(1) Objek retribusi adalah penerbitan PBG dan SLF 

(2) Penerbitan PBG atau SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, 
penerbitan PBG, inspeksi bangunan gedung, penerbitan SLF dan 

SBKBG, serta pencetakan plakat SLF. 

(3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diberikan untuk permohonan persetujuan: 

a. Pembangunan baru; 

b.  Bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG 
dan/atau SLF; 
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c.  PBG perubahan untuk: 
1. Perubahan fungsi Bangunan Gedung; 

2. Perubahan lapis Bangunan Gedung; 

3. Perubahan luas Bangunan Gedung; 
4. Perubahan tampak Bangunan Gedung; 

5. Perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan 

Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau 
kesehatan; 

6. Perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan 

sedang dan berat; 

7. Perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar 
budaya; atau 

8. Perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar 

budaya  
(4) PBG perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan 

pekerjaan perawatan. 

(5) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah 

pusat, pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi 

keagamaan. 
 

7. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai 

berikut : 

 
Pasal 13 

 

(1) Subjek Retribusi PBG adalah setiap orang pribadi atau badan 

yang memperoleh PBG dan SLF. 

(2) Wajib Retribusi PBG yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi 

adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk 
melakukan pembayaran Retribusi PBG  

 

8. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai 
berikut : 

 

Bagian Kedua 

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa 

Pasal 14 

 

(1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan 
perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan 

dan harga satuan retribusi PBG. 

(2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang 

mencerminkan biaya penyelenggaraan penyedia layanan. 

(3) Harga satuan retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
terdiri atas: 

a. Indeks Lokalitas dan Standar Harga Satuan Tertinggi untuk 

Bangunan Gedung; atau 
b. Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk 

Prasarana Bangunan Gedung. 
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(4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula 
untuk: 

a. Bangunan Gedung; dan 

b. Prasarana Bangunan Gedung 
 

(5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri dari: 

a. Luas Total Lantai; 
b. Indeks Terintegritas; dan 

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun. 

 

(6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri atas: 
a. Volume; 

b. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan  

c. Indeks Bangunan Gedung Terbangun 
 

9. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai 

berikut : 
 

Bagian Ketiga 

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi 

Pasal 15 

 

(1) Struktur dan besaran tarif retribusi PBG ditetapkan berdasarkan 

kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan 
konsultasi sebagai berikut: 

a. Tarif  retribusi  PBG  untuk Bangunan Gedung dihitung 

berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan dengan Indeks 
Lokalitas (Ilo) dikalikan Standart Harga Satuan tertinggi (SHST) 

dikalikan Indeks Terintegritas (lt) dikalikan Indeks Bangunan 

Gedung Terbangun (lbg) atau dengan rumus : LLt x (Ilo x SHST) x 

lt x Ibg  

b. Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung 

berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan 
Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) 

dikalikan Harga Satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung 

(HSpbg) atau dengan rumus : V x I x Ibg x HSpbg   
 

(2) Indeks Terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

berdasarkan Indeks Fungsi (If) dikalikan Penjumlahan dari Bobot 

Parameter (bp) dikalikan Indeks Parameter (Ip) dikalikan Faktor 
Kepemilikan (Fm) atau dengan rumus : If x ∑ (bp x Ip) x Fm. 

 

(3) Struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
ayat (2) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. 

 
10. Ketentuan BAB VIII, dihapus 

 

11. Ketentuan BAB IX, dihapus 
 

12. Ketentuan Pasal 82, dihapus 
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Pasal II 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah  

Kabupaten Lampung Tengah. 
 

 

Ditetapkan di Gunung Sugih  

pada tanggal 28 Desember 2021 
    BUPATI LAMPUNG TENGAH, 

 

           
ttd 

 

 
MUSA AHMAD 

Diundangkan di Gunung Sugih 

pada tanggal        2021 
        SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

 

    
ttd 

 

 
         NIRLAN 

 

 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH TAHUN 2021 

NOMOR 9  

 
NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH PROVINSI 

LAMPUNG  : 09/1242/LTG/2021 
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PENJELASAN 

 ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR 9 TAHUN 2021 
 

TENTANG 

 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH 

NOMOR 07 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 

 

 
 

 

I. UMUM 
 

Bahwa dengan diundangkannya Undang – Undang Nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, banyak Peraturan Perundang – 
Undangan yang terdampak oleh undang – undang tersebut, dari 

peraturan perundang – undangan tingkat pusat sampai tingkat 

daerah. Dari Undang – Undang tentang Cipta Kerja tersebut, Undang 
– Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung 

termasuk Peraturan Pelaksanaannya dan Peraturan Daerah Nomor 7 

Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu yang mengatur IMB 

dan Izin Gangguan harus dilakukan penyesuaian   
Berdasarkan hal tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan 

Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Lampung Tengah Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu. 

 

 
II. PASAL DEMI  

 

Pasal I 
    Cukup jelas. 

 

     Pasal II 
Cukup jelas 

 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TENGAH NOMOR 56  
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